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ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi
masyarakat, kepemimpinan, transparansi alokasi dana desa, dan kebijakan desa terhadap
kesejahteraan masyarakat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah akuntabilitas,
partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi add, dan kebijakan desa. sedangkan
untuk variabel terikatnya adalah kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa
Se-Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan Kkuisioner yang
dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Muncar.
Jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian korelasional dan sampel dalam
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil analisis
terhadap 100 orang responden menggunakan analisis regresi linier berganda dengan
bantuan program SPSS 26 menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat,
transparansi alokasi dana desa, kepemimpinan, dan kebijakan desa berpengaruh positif
terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan,
Transparansi ADD, Kebijakan Desa
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of accountability, community
participation, leadership, transparency of village fund allocation, and village policies on
community welfare. The independent variables in this study are accountability, community
participation, leadership, add transparency, and village policies. while for the dependent
variable is the welfare of society. This research was conducted in all villages in the Muncar
sub-district, Banyuwangi district by using a questionnaire distributed to respondents in the
Muncar sub-district government. The type of this research is using correlational research
and the sample in this study was obtained using purposive sampling technique. The results
of the analysis of 100 respondents using multiple linear regression analysis with the help
of the SPSS 26 program. This shows that accountability, community participation,
transparency of village fund allocation, leadhership, and village policies have a positive
effect on community welfare in Muncar District, Banyuwangi Regency.

Keywords: Welfare, Accountability, Community Participation, Leadership, ADD
Transparency, Village Policy
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1.1 Latar Belakang
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Akuntansi sektor publik di Negara Indonesia semakin meningkat
perkembangannya karena adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Maraknya globalisasi menuntut
daya saing di setiap pemerintahan daerah untuk lebih maju dengan
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat sejahtera. Dalam mencapai hal
tersebut kebijakan pemerintah menitikberatkan kepada pemerintahan
tingkat daerah sampai tingkat desa.

Menurut konstitusi Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa desa
atau kesatuan masyarakat merupakan hukum adat atau dengan istilah lain
adalah diatur secara khusus. peran UU Desa sangatlah penting bagi
masyarakat desa karena digunakan sebagai penyokong keberhasilan untuk
mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan taraf
hidup yang lebih baik

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menetapkan
bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan
masyarakat berdasarkan hak cipta dan hak tradisional, mengurus
kepentingan masyarakat serta dalam mencapai terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Dalam hal ini diharapkan pemerintahan desa menjadi

independen, professional, efektif, transparan serta bertanggung jawab
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sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memecahkan permasalahan kesenjangan pembangunan.

Desa merupakan elemen paling bawah dalam program kedaulatan di

REPOSITORY

Indonesia. Latar belakang suatu desa merupakan elemen yang penting yaitu
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kontrol warga negara Indonesia kebanyakan berasal dari desa dan berlimpah
masalah yang hanya mampu dihadapi dari elemen kawasan perdesaan.
sehingga untuk mencari indikator yang tepat dalam menimbang apakah
warga itu makmur atau tidak, layak atau tidak maka, desa adalah elemen
yang paling signifikan untuk dianalisis, Wahyuddin (2016)

Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2014 tentang desa
menetapkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
pemerintah kabupaten/kota untuk desa, dengan alokasi dana desa yang
diperoleh dari dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai desa
dengan minimal 10% yang digunakan oleh desa. Dengan adanya UU ini
bermaksud untuk mendukung program pembangunan desa yang salah satu
tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Akan tetapi, penyelewengan alokasi dana desa masih sangat sering
terjadi menimbulkan masalah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang
telah dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan perkembangan dan
kemajuan desanya. Dilihat dari besaran jumlah anggaran yang dialokasikan
kepada desa lewat alokasi dana desa cukup besar, maka muncul suatu
pertanyaan apakah desa beserta anggotanya mampu mewujudkan

pengelolaan atau pengendalian anggaran yang tertera dengan baik. Dalam
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hal ini menimbang bahwa sebelumnya desa menjalankan pembangunan
dengan bantuan anggaran keuangan yang terbatas dan pengelolaannya yang
masih belum baik atau sentralis oleh satuan elemen pemerintahan, namun,
setelah diberlakukannya kebijakan alokasi dana desa, tiap-tiap desa
memperoleh distribusi anggaran yang lumayan besar dan pengendaliannya
dilakukan secara independen untuk menjadikan setiap desa agar menjadi
lebih  baik dan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat
(Kholmi,2016).

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan pada saat
pengendalian alokasi dana desa, pemerintah desa dituntut untuk
akuntabilitas publik, memperhatikan partisipasi dari masyarakat, serta
kepemimpinan berperan penting dalam menjalankan beragam aktivitas atau
tindakan, masyarakat juga berhak mengetahui rencana dasar yang akan
dijalankan oleh instansi atau perangkat desa. Hal ini bertujuan agar tidak
adanya rasa saling ketidakpedulian antara masyarakat dengan perangkat
desa dalam menjalankan pengendalian alokasi dana desa maupun
pembangunan desa.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan keberhasilan
kinerja dan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban kepada
seseorang atau badan yang berwenang (Simbolon, 2006:56). Menurut
Waluyo (2009) akuntabilitas mencakup keterbukaan kontribusi informasi

keuangan terhadap masyarakat dan pemakai sehingga masyarakat maupun
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pemakai dapat mengukur kewajiban pemerintah atas segala kegiatan yang
dilaksanakan. Akuntabilitas juga digunakan usaha pemerintah untuk
mewujudkan rencana rancangan pemerintah untuk menjadi yang lebih baik
dengan berdasarkan good governance. good governance adalah rencana
pemerintahan yang teguh dan konsisten, serta efektif dan efisien. Sehingga
diharapkan mampu menjalankan keserasian integritas produktif yang
bermanfaat diantaranya dengan partisipasi masyarakat, wilayah, dan bagian
swasta. Maka akuntabilitas diharapkan mampu menyempurnakan status
juga kinerja dari perangkat pemerintah agar menjadi kedaulatan pemerintah
yang terbuka dan fokus terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi yaitu keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu
kegiatan atau aktivitas, Mubyarto (1984:35). Partisipasi masyarakat
merupakan elemen penting terhadap peningkatan pemberdayaan
masyarakat yang belum seluruhnya dijalankan oleh pemerintahan. Persepsi
masyarakat juga masih kurang dalam kesadaran atau pemahaman bahwa
partisipasi dari mereka (masyarakat) sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan suatu program yang dibuat oleh pemerintahan desa. Persepsi
merupakan pemahaman mengenai tujuan, peristiwa, serta hubungan
mengenai tata cara mengambil keputusan informasi dan menguraikan
perintah serta persepsi suatu pemikiran tentang keabsahan kepercayaan
terhadap sesuatu, Rakhmat (2001). Salah satu yang menjadi faktor sangat
penting terjadinya korupsi yaitu kurangnya keikutsertaan atau partisipasi

dari masyarakat dalam melaksanakan proses penggunaan anggaran dana
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desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang
dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengalokasian dana desa
Sedangkan kepemimpinan adalah ketahanan dasar untuk
memberikan dorongan dan menyelaraskan suatu organisasi yang bertujuan
untuk mencapai tujuan bersama, Andrew (2002). Kepemimpinan menjadi
peran penting bagi desa. karena desa yang baik dimulai dari pemimpin
yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan Ardana et al (2011)
Menjelaskan gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang dapat
dipengaruhi dengan salah satu faktor diantaranya yaitu nilai asumsi,
harapan, persepsi dan sikap dalam memimpin. Gaya kepemimpinan ini
dapat ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang terpengaruh dari karyawan
atau orang lain. Salah satu contoh pemimpin yang baik yaitu
kepemimpinan yang terbuka atau transparan, transparan terhadap seluruh
aktivitas atau kegiatan, dengan demikian seorang pemimpin pemerintah
dengan masyarakat desa dapat mewujudkan pengendalian yang baik.
Menurut Permendagri 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa
transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi
keuangan secara partisipatif kepada masyarakat atas kinerja pemerintah
agar penggunaan sumber daya bisa terpenuhi dengan sesuai dengan
peraturan pemerintah. Putra & Rasmini (2019) menyimpulkan transparansi
memiliki artian yaitu setiap warga masyarakat memiliki hak dan peluang
yang sama untuk mengetahui tata kelola anggaran yang melibatkan

kebutuhan dan harapan masyarakat terutama dalam pemenuhan harapan-
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harapan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dana desa yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari penerapan kebijakan desa
yang telah ditentukan.

Pangayouw & Kurniawati (2017) menyatakan kebijakan desa yaitu
salah satu produk perundang-undangan berskala kecil yang didalamnya
menjelaskan tentang kewajiban dan progam-progam. Menurut Elvina &
Musdhalifan (2019) Agar tercapainya sebuah cita-cita atau tujuan
pemerintahan desa, maka dalam pengimplementasian kebijakan desa harus
benar-benar dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Prinsip dari
pengimplementasian kebijakan desa yaitu cara supaya sebuah kebijakan
desa dapat mewujudkan tujuan yang telah dibuat.

Menurut Fahri (2017) program pembangunan desa masih belum
efektif hal ini disebabkan masih ditemukannya desa-desa dalam
penggunaan alokasi dana desa tidak sejalan dengan kebijakan desa yang
telah dibuat dalam peraturan pemerintah desa, pembangunan daerah
tertinggal dan masih belum tersedianya peraturan dari pemerintah desa
mengenai  peraturan pengalokasian dana desa. Progam-progam
pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sering terjadi kegagalan
yaitu pada saat melakukan persiapan, penerapan, dan evaluasi tidak adanya

keterlibatan dari masyarakat (Saputra, 2016)
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Nafidah & Suryaningtyas meneliti tentang ‘“Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat” menunjukkan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa sudah berjalan dengan baik dengan dilihat dari sisi teknis
maupun administrasi. Bersumber pada bukti adanya pertanggungjawaban
secara  terbuka dan  akuntabel.  Persiapan, penerapan, dan
pertanggungjawaban telah dilakukan oleh pemerintahan desa seimbang
dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dura (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Akuntabilitas
Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa berpengaruh
positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan Alokasi Dana Desa sudah digunakan dengan tepat sehingga
mampu mengakomodasikan pembiayaan terkait program pemberdayaan
rakyat yang akan berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada penelitiannya Lombogia et al (2018) menyatakan bahwa
Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara relevan terhadap keefektifan
penerapan program pembangunan. Artinya partisipasi masyarakat
merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan efektivitas
penerapan pembangunan desa dalam rangka untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi lebih baik dari
sebelumnya, serta peneliti bertujuan untuk melakukan kembali pengujian

hipotesis dari penelitian sebelumnya yaitu dengan mengubah data yang
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digunakan sebagai objek penelitian dan dengan kondisi lapangan yang

berbeda. Maka lebih lengkapnya peneliti akan melakukan penelitian yang

berjudul ~ “Pengaruh  Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,

Kepemimpinan, Transparansi ADD dan Kebijakan Desa Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat”

1.2 Rumusan Masalah

Maka dilihat dari latar belakang diatas, dapat ditarik suatu rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah  Pengaruh  Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,
Kepemimpinan, Transparansi ADD, dan Kebijakan Desa Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat?

Bagaimanakah Pengaruh  Akuntabilitas Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat?

Bagaimanakah  Pengaruh  Partisipasi ~ Masyarakat ~ Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat?

Bagaimanakah Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat?

Bagaimanakah Pengaruh Transparansi ADD Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat?

Bagaimanakah Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat?
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1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian

ini adalah untuk:

1.

Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,
Kepemimpinan, Transparansi ADD, dan Kebijakan Desa Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat

Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat

Untuk Mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat

Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat

Untuk  Mengetahui ~ Pengaruh ~ Transparansi ADD  Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat

Untuk Mengetahui Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dikontribusikan bagi peneliti adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil  penelitian ini  diharapkan ~ mampu

memberikan dukungan dan memberi rujukan bagi peneliti
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selanjutnya serta dapat dijadikan sebuah acuan bagi

penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang

kesejahteraan masyarakat

b. Bagi Bidang llmu

Bermanfaat bagi bidang ilmu akuntansi sektor

publik dan akuntansi dana desa sebagai bahan referensi

pelengkap literasi yang akan digunakan bagi pihak yang

membutuhkan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Instansi Pemerintah Desa
Hasil penelitian ini  diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai referensi dan dapat digunakan
juga sebagai salah satu faktor sarana untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan desa selanjutnya
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini  dapat digunakan untuk

menambah wawasan bagi masyarakat desa mengenai
pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui kinerja
pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas,
partisipasi  masyarakat, kepemimpinan  oleh

pemerintah desa.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

51  Simpulan
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Berdasarkan hasil pengujian yang telah menggunakan analisis regresi
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linier berganda sebagai alat pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji
pengaruh variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan,
transparansi ADD dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada
desa yang ada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Sampel yang
digunakan pada penelitian ini adala 100 responden. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa, variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan,
transparansi ADD dan kebijakan desa secara simultan berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel
akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel
partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
masyarakat.

4. Berdasarkan hasil pengujian parsial  menunjukkan bahwa,variabel

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

80
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Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel
transparansi ADD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa, variabel
kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitiannya adalah

sebagai berikut :

1.

Data pada penelitian ini berasal dari responden dengan menggunakan
metode penyebaran kuesioner secara online melalui google form
yang kemungkinan berpengaruh terhadap validitas hasil dan persepsi
responden belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
Dalam penelitian ini, responden tokoh masyarakat masih kurang
memahami teknologi, sehingga pada saat pengisian kuesioner
dilakukan secara langsung dan berdampingan.

Variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada
penelitian ini hanya menggunakan lima variabel, sedangkan masih
banyak variabel lain yang mampu mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat.
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5.3 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan memperoleh

kesimpulan, maka peneliti memberikan saran adalah sebagai berikut :

REPOSITORY

1. Selain menggunakan instrumen kuesioner dengan menggunakan
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google form maka, bisa ditambahkan dengan melakukan secara
tertulis dan wawancara

2. Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya, sebelum melakukan
penelitian hendaknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu
terutama pada saat penyebaran kuesioner dan melakukan
pendampingan saat proses pengisian kuesioner

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel
lain dalam melakukan penelitiannya supaya dapat memberikan
temuan yang baru. Seperti yang telah disampaikan oleh Riza,
(2019) faktor kesejahteraan masyarakat, yaitu: sumber daya
atau potensi yang telah tersedia dan cukup, kemudahan dalam
pelayanan dan pembinaan masyarakat, adanya kerukunan
hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam

hubungan adat istiadat, lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
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